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Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam berbagai hal
dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Ketentuan Umum

1. Perjanjian Kerjasama ini bersifat mengikat kedua belah pihak sebagai dasar untuk

melakukan kerjasama yang dimaksud.

2. Perlu adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak atas kerjasama

B B e

yang dilakukan.

Pasal 2
Tujuan

Tujuan umum kerjasama ini adalah untuk meningkatkan mutu dan kualitas kegiatan
kemahasiswaan

Tujuan khusus kerjasama ini adalah

a. Melaksanakan kegiatan Kampus Merdeka.

b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas mahasiswa

¢. Meningkatkan mutu dan inovasi dalam kegiatan kemahasiswaan
d. Meningkatkan kolaborasi mahasiswa dalam berbagai kegiatan

Pasal 3

Dasar Hukum
Dasar hukum kerjasama ini adalah :
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi
Akademik dan Kompetensi Guru.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi.
Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Merdeka Belajar

Pasal 4
Ruang Lingkup
Peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keterampilan mahasiswa dan/atau calon guru
agar dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang
kemajuan pendiidkan tinggi dan pembangunan nasional
Pengembangan institusi agar kedua belah pihak dapat menenuhi tugas kelembagaan
masing-masing sesuai dengan tanggungjawab dan fungsinya.




. Pengembangan kemampuan mahasiswa sebagai calon guru se

tugas secara profesional dan bermartabat, serta mjngant
tantangan global sesuai dengan perkembangan zama}x dan
ditetapkan pemerintah.
. Peningkatan kapasitas mahasiswa mendapatkan berbaga
kompleks melalui program kolaborasi dan kerjasama antar maha

hingga mampu menjalankan
isipasi segala peluang dan

standar profesi yang telah

pengalaman yang lebih
siswa

Pasal 5

Pelaksanaan dan Pembiayaa
- Kerjasama diselenggarakan dalam bentuk T
a. Kolaborasi Kegiatan Mahasiswa (Kepanitiaan Acara
b. Diskusi dan/atau Bimbingan PKM Bersama
¢. Kuliah Lapangan Bersama (KKL Bersama)
Petunjuk pelaksanaan kerja sama ini akan ditetapkan dan di
kegiatan kerja sama yang dilaksanakan
Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan pebmjia
tanggungjawab PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDU

paparkan berdasarkan jenis

in kerja sama ini menjadi
A.

Pasal 6
Kewajiban dan Hak Kedua Belah
. Kedua belah pihak berkewajiban mengikuti dan mentaati seg;
yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam pelaksan
Kedua belah pihak berhak mendapatkan rnanfaat atas kerjaas
penuh oleh masing-masing pihak terkait kegiatan kerja sama ya

ihak
a ketentuan dan peraturan
kegiatan kerja sama.

ama ini berupa dukungan
ng dilaksanakan.

Pasal 7
Jangka Waktu
Kesepakatan kerjasama ini berlaku untuk Jangka waktu 5 (lima) tahun
ditandatangani, serta dapat diperpanjang, diperluas, dan /atau
kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutar

terhitung sejak naskah ini
diubah maupun diakhiri atas
.
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Pasal 8
Penutup |
|

l. Ketjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati serta mengindahkan
peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing- ‘ asing

2. Naskah kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap‘

2 (dua) asli, dan masing-masing
mempunyai kekuatan hikum yang sama

3. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam 'Lkerja sama ini akan ditetapkan
kemudian atas dasr musyawarah dan mufakat anatr kedua belah pihak serta merupakan suatu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan kerjzi sama ini.

Demikianlah naskah perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
serta dibubuhi materai sehingga memiliki kekuatan hokum yang sama|dan mengikat.
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